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P ER! A N G GUIIG JA i /;1 BA I'I

BAB II

PE}IIR]IITAH }AIAi,,I I,I3GALA. rSIAM

A. Tj:rjauan Umum }Tegara Islam

1 . Isl-a"m da-n iiegara

a. iiukum Isla.m bersifat paripurna

Pada hakelcainya syarirat lsla.rn bertujuan
untuk menbangun kehidupan manusia berdasarkan

nila;-nila.r ke ba jikan ( i"ra t ruf ) dan n:embersihkan-

nya Carl pelba3a.i kejahatan (niurigkarot). Kcnsek-

iv'ensinya riatrl pemahaman ini ialah bahlva syarirat

Islam mengatur kehidupan ma.nusia secara. ind.ivi
dual dan kolektif . Syarira't 1slam menyentuh se-
luruh kegiatan hidup manusia. ya.ng rnencakup aqi
dai] Keaga,maan, ketentuan akhl_a.tc _,'e,ng menjadi da-

sar hubunga.n antar rnakhluk da.n aiuran hukum da-

lam kehiCupan, baik berhubungan dengan fluhan ma-

u.pun antar sesama manusia.

,3erkenaan dengan pemaharna.n iersebut, pe

nulis sependapat dengan suatu pandangan yang me-

ngatakan bahwq syaritat 1slam b,ersifat paripurna

yaitu Eencakup seiiap aspek kehidupan. (Dr. Ab
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dul lr'arim

1ni sesuai

fiaidan, '1987 21251, karena pandangan

dengan f,irman A1lah :

1f *4fi3btU
ttlidaklah Kami alpakan sesuatupun d.j_ dalam
Al--f itabtt ( Al-qur t an, 5 .. 38) .

Eera.ngliat dari keuniversalan syarirat Is-
lam ini, }rr i'.{. lmin R.ais dalam bukunya ngakra

wala fsJamu, memberikan ulasan yang cukup rasl_o-

nal :

ttgyaritah Iebrh tu.as daripada eistem hukum,
namun karau kita mellhatnya sebagai sistem
hukum, akan segera keiihaian bahwa syarirah
merupakan suatu sistem hukr:.n yang lengkap
dan terpaduT (Dr. 14. Amin Rais, i9e9 .. 52).

01ei: t(arena suatu hukum dapa.t dilaksana

kan jika ada otoriias ,.ang melaksanakan penera-

pan hukum, rnaka peia.Ksanaannya menerlukan kekua-

tan politik. Karena yang memilit<r tcekuasaan un

tuk melaksanakan penerapau hukum iiu adalah re
gara, artinya untuk menjaga ketentranan yang me-

ngatur segala urusan dan menjaga ketertiban u&um.

Haf ini berlaku bagi masyarakat manapun juga, -
tidak mengenal bangsa, agama, dae bahasa. Dengan

demiklan jika ummat Islam dianggap sebagai masya

rakat tersendi:ii maka sesungguhnya merekapr:n se-

perti bangsa-bangsa lain di dunia ini, yaitu sa-

ma-sama membutuhkan suatu pemerintah yang meaga-
tur dan memel ihara urusan mereka.
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan

Is1am, uramat fslam memerlukan suatu pemerintahan

yang akan mengurus masalah - rn€rsaJ.ah keneg"d6.o.

Akan tetapi pemerintahan yang dimaksud ha-

ruslah pemerintahan yang fsLami (prof. Dr. A, Sa-

labi, 1988 : 10). Yang d.imaksud ialah suatu'pem+

rintahan yang didirikan oleh masyarai<at ( nmmat)

Islam yang mengindahkan dasar - dasar yang dibe

rikan o].eh syarir€it;:trElan (Ir. tr{. lmln n"i",
1989 : 52).

b, Segtuk Negara Islam

Sebagai sistem yang lengkap naka dalam hu-

kum Islam dj., samping ada bagian -,.bagiaa yang ti-
dak dapat diubah dan berslfat permanen, ad.a pula

bagian - baglaa tertentu yang bersifat fleksibel
sehingga dapat memenuhi tuntutan. zaruan yang d.ina-

tris. Di autara bagian - bagian yang Eencertrj-nkan

keluwesau d.an keleluasaan hukum Islan ad.alah tr€ -
menyaagkut pengelolaau negara dan nenyelenggara -
kan pemerintahan (!n. M. Anin Rais, lgag t, 54).

Apabila dikaji dengan teliti hukun - hnkun

khusus yang berkeaaa^a dengan persoalan politik
dalam Al-qurtan dan Sunnah, maka tidak akan dite-
nukaa adanaya r uash:. pad.a keduanya yang nenetap-

kan bentuk negara tertentu (Uuhannad Asad, 1985
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'. 44 - 45). ArtirYa :

rfidd< ada pemerintahan yang speeifik dengau
pe:rincian yang jelas dalam s.yaritat fs1aa. ,

Syaritat Islan rranyaBah neaberikan aturan
aturaa atau prinsip umurrnya saja (IUuhannad
S. El;wa, 19e1 z 91).

Jadi, sebagain€Lroa ya&g disimpulkan oleh l4rrnalrir -
Sjadzali bahra dalan Islam terdapat eeperaagkat

prirsip dan tata nllai bagl kehidupan beragana

yang neniliki elastivitas dalam pexerapannya s€ -

tuai deugau perbedaaa situasi dau kond.isi antarae

s*u zanan d[engan u€unan yaEg lain serta satu buda-

ya dengan bud.aya yang 1ain, (8. Murawir Sjadzali,

MAr 1990 .. 256).

Kendatl demikiau, sistem poli.tik yang ter-
dapat dalam Al-Qurtan dan Sunaah Rasul aama seka-

1i bukaulah suatu khalalan ataupun utopia, se-

hj-ngga setiap bentuk pemerintaha.n : da-

pat ditoleranei oleh 1slam. Secara tegas A1-qrst-
an dan Sunnah Rasul menggariskan metodologi poli-
tik yang anat jelas yeg eelamanya seirama d.engan

perkembangan zan.ao dan perubahan kond.isi kemanu -
siaan. Justru karena netod.e politik itulah dimak-

sud.kan agar sesuai d.engan perkembangan kondj.si

dan waktu, maka i-a hanya dikemukakan secara garis

besarnya saja tidak dalau sedetail - detailnya.
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Ternyata sarirat Islam hanya memuat dasar-

dasar atau landasan belaka adalah tepat, karena

pada dasarnya masyarakat itu secara dinamis dan

selalu menghendaki keluwesan, kreati-fitas dan di-

namika hukun. sebagaimana ditegaskan dalam buku -

tryar lvluhammad. S. El-War dergan judul ttgistem Po

litik lalam Pemerintahan IsLann yang mem'berjkan

komentar i

nTampaknya [llah memang sengaja membiarkan
uatuf< tid.ak menyebutkan bagian perbagi-an se
calca terlnej- dan khusus tentaag sistem peme -
rintahan fslam, baik dalarc Al-Qurran dan Sun-
nah Rasu}. I{al rnl- dimaksudkan agar jalan ij-
trhadi ummat Is1am mampu menjabarkannya slen -
jadi sistem politik dan perundang - undangan
yaJag sesuai dengan kebutuhan waktu dan linku-
nganpyarr (I,{uhammad s. F:L-wa, 1983 2112).

Karena pada hakekatnya, kebutuhan politik manusj.a

adalah merupakan kebutuhan yang selalu terikat

dengan waktu dan sela1u berubah seirama dengan

perubahan dan perjalanan waktu itu sendiri, maka

slstem - sistem dan hukun - hut<um yang diterapkar

secara kaku atau statis pasti tidak akan sesuai

d.engan hukum alam yang selalu oerubah dan berkem-

bang. Itulah sebabnya maka syarirat Islam tidak

mencoba sesuatu yang nustah11. 5ebagai hukum

Ilahi maka adalah waiar jika syarltat Islam maEpu

memperkirakan perxembangan sejarah yang karena

itu ia hanya nengenukakan prinsip - prinsip poli-
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tik yang amat terbatas yang selanjudnya menyerah-

kannya kepada ijtihad Kautr muslimi-u di-sepan jang

rnasa dengan lengkap dan amat luas guna kegiatan

penyusunan sisten pemerintahan yang berubah sej.-

rama clengan perkemoangan kondisr dan waktu.

Jadi, beutuk penerintahan dalam Is1am yaag

penulis jabarkan di atas adalah sependapat dengaa

beberapa penikir ls1an yaEg secara garis besar

berpendapat bahwa syarirat fslarn nembolehkan u,rr-

natnya untck nencari peneeahan (solusi) terhadap

pelbagai aasalah yang tinbul seeara Iuas, dalam

arti atau nenjamin metode pemecahan dari Earr€. s€r-

ja antuk nencapai kesejahteraan rakyat. fetapi
d"ergan syarat bah.wa setiap solusi yang diambil

dari manapun datangnya selama tidak bertentangan

d.engan konseptual Islam, dengan sendirinya dibo-

Iehkan oleh 1s1am, (!r. M. Amin Rais, 19e954).

Dengan kata lain, tid.ak hanya ada satu model pe

merintahan IeLam melainkan banyak sekali. Bahkan

kaum musllmin d.iberi kesempatan untuk menemukan

model - model pemerintahan yang sekiranya sesuai

dan memenuhl tuntutan mereka, dengan syarat bah -
wa bentuk dan sistem yang dipilih itu. betul - be-

tul seirama dengan nash - nash syarat yang berke-

naan dengan sisten kehidupan sosial, (tvtuhannad
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Asad, 1985 | 45). Dengan demiklan da.pat disim

pull<a.n bahwa. konsep terinci mengenai cara penye-

Ienggaraan pemerintahan secara detail, diserahkan

kepada kaun n:uslimin untuk menemukannya berdasar

kaa atas ijtihad mereka. Islam ha.nya menberikan

etika dasar, nilai-nilai dan atr:ran yang harus

ditegakkan, yakni mengenai cara-cara umuin dan

refrensi baku yang pa.radi.gma. Dan justru disini-
l-ah letak keabadian Al-Qurtan.

2. Dasar dan tujuan Negara Islam

a. Dasar negara da.lain Islam

Setiap pemerinte.han dal-am negara fslam

h'..,.-,:s menij;:arkan politik dan perundang-undangan

nya terhadap nl-;i;; :::. da.n Sunnah Rasul. Ka.rena

itu politik dan perundang-undangannya terikat b-
pada kedua sumber pokok syaritat Islam itu.

lpabila kita mengkaji al-eurtan dan Sun

nah Rasul maka. dapat dipahami adanya nilai-nilai
politik dan perundang-undangan yang harus dite
gakkan da.n di jadikan dasar penyelenggara.an peme-

rintahan dalam negara. fslam, (Dr.lrl. gmin Rais,

1989 : 5i), yaitu : Syura (musyawa.rah), keadilan

persamaan, kebebasan, dan pertanggungjanaban peh

merlntah terhaaap rakyat.
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1 ) Syura (musYawara+)

Syura (musyawarah) merupakan prinsip
' penti-ng dalam pemerintahan fs1am, Pendua:o ke-

biiaksaugeu,p6n&xi.ntab yang menyangkut urusan

ummat harus did,asarkan atas kesepakatan musya-

warah, (Muhammad S. El-Wa, 1983 z 115). Da1am

hal ini 4l.qu.rtan telah memberl petunjuk ten -
tang cara yang beaar untuk menyelenggarakan

pemerlntahan eepagaimana yang disyaratkan' oleh

Allah dalam fi.rman-Nya :

ttlar urusan mereka
syawarah d.i antara
z 38).

merekatt ( al-qur'an 42

Berdasarkan malrna yang dikandung dalam

ayat di atas maka unmat harus bermusyawarah

dalam segala hal pada situasi yang bagainana

pun juga. rarenatryor musyawarah tetap akan me-

rupakan dasar yaag amat prinsip dalam sistera

pemerintahaa Islam dalam sistem yang bagaima -
pun juga, ( r'iuhammad S. EI-Wa, 1987 ;1 1 5) .

Dalam prinsip -prinsip pemerintahan fs-
Iam, musyawarah dinilai sebagai lembaga yarg

penting artinya, yakni pemutusan kebijaksanaan

memeri-ntah dalan sistem pemeriatahan Is1am ha-

ruslah netalui suatu pernusyawarata.rt.
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Berkaitan dengan - hal tersebutr E. M.

AHilr Rais berkomentar :

npalam senua hal- yang berkaitan dengan u-
mum, setiap pemerintah diwajibkan melaksa-
nakan permusyawaratan denga:r ummat. Jad:.,
ummat menpunyai r,hak penuh untur dra jak
bermusyawarahft (Dr, M. gmin Rais, 1989 : -
55).

Prinsip syura ini menentang el1ti.sme, -
yai-tu paham yang menga jarran banyc. orang - o

orang yang menjadi peminpin (elite) sajalah

yang paling tatru cara mengurus ctair menge].ola

negara, s€o.an$nen rakyat yang harus se].alu me-

ngiruti kemauan pem:i.npin (e1rte).

Eusyawarah yang dijalankan sebagainana

diajarkan Islan akan menjadi pagar percegah

yang .terlalu kuat bagi pe*yelewergan pemerin -
ke arah otoriterisme, diktatorisme daa pelba -
gai si-stem laje yang membunuh hak - hak politik

rakyat. Partisipasi rakyat dihargai seperuhnSra

dalam penyblenggaraan Eegara, sebab rakyat

adaAah pemiliic negara yang sesungguhrya, yang

seolah - orah mendapat mpndar dari fuhanr se -
.'

daugkan:'para penerintah ini dapat ditar5.k sua-

tu pemahanan bahwa pemerintah harus dipilih o-

Ieh rakyat secara bebas, brdasarkan pengertian

bahwa rakyatlah yang ,rDegegang kedaulatan.
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b)

Berdasarkan p:rivrsip ini pula naka sis

ten pemeri:etahan nonarki atau keraiaan adalab '

jelaa bertenta:cigan dengan Islae, Da1qm sisten

kerajaan ,kekuasaan dipegang raia secara tu

run temurun, sebenarnya tidak meniliki tempat

dalan ajaran fs1an. Akan tetapi d'alam sistem

kerajaan yang rajanya ha,nya nenjadi seorang

figr"lr simbolis, s,edangkan kekuasaan sebenarnya

tetap berada dl tangan rakyat, eepetti keraja-

aa InBBris eekarang ini, lebih dibenarkaa oleh

Islan daripada kerajaan Saudi Arabia yang ra-
ja dan para paugeran sebagai pemilik negara

secara turun temurun dan tidak perlu bertang -
gung jawab kepada rakyat, (Dr. FI. Amin Raist

19s9 z 47-48).

Keadi1aa

Dala.n pand.angan Jslamr penyelenggaraan

pemerintah harus bertuiuan uutuk melaksanakan

keadilan dalam arti seluas - luasnya, tidak sa

ja keadilan hukum melainkan iuga keadilan so -

rus memoerantas segala fenomena exploitasi

yang muneul dj- tengah masyarakat. Keadilan

hutcum yang menjamin persamaan setiap orang dl

muka hukum tid.aklah cukup, karena tanpa kea
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dilan sosial ekonomi dapat timbul ketimpa

ngarl - ketimpangan tajam diantara kelonpok -'
kelompok masyaraLat (Dr. M. gmin Rafs, 1989-'

t 45).

Syarirat Islam nenampal<kan aspek kea-

dilan yang amat tinggi dalam sisten perun

dang - undangannX&. Tiada sistem yang begitu

Iengkap, kecuall Is1aB. Sebab banyar sekali

ayat - ayat Al-qurran yang rneraeriatahtaa Uer-

buax adil dalam segala aspek kehidutrnn nanu-

sia (lnuhamsad S. Er-!{ar 198, z 121).

Kareaanya menegakxan xeaditan uatur

iadi'ri&u, kdliompoir masyarakit atau negara rae-

nurut fslam adaiah suatu kewajiban yang pa -
llng, suei. d.an pe*ting (Dr* Muhammad Abdul

qodir Abu Farls, 1987 z 51), sebagaimana ya-

ng di,syaratkaa daJ-aa 1l-qurtar :

,t;9V )ilt,t'V $ti\
ttseeu*gguhnya Al,Iah neu3rurub kalian ber-
laku ld.il daa berhuat kebajikann (1I-eur
t€rn s z 16 t 90).

treadilaa dal,-am Isla^m bersifat mutlak

dan meuyeluruh. Karenanya, fslam me$/ajlbkan

penerapapnya te:chadap kaum rauslimi- ,teman atau

Iawar., Keadilan d.alam Is1an tidak terpengaruh

oleh huburcgan kerabat, kebesaran dan kekuasa-
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a,n. Sebalitcnya juga tidak terpengaruh oleh ra-

(Prof . }r. I{. Jusuf, 1gg1 : 18!) .

7) Persanaan

Persamaan juga harus menjadi priasip
korstitusional yang diutamakan. Manusia harus

berdiri sama di depan hukum, tanpa diskrimina-

si berdasarkan ras, atau asa1, bahasa, keyaki-

nan, pangxat atau latar belakang sosial ekono-

mi. Persamaen yarg d.imaksud ialah dalan arti
legal bukan faktual. Karena persamaan akan me-

niad.akan sama sekal-i perbedaan - perbed.aaa Jarlg

wajar dalam masyarakat dan dap,at menjurus p& -
da krbdo xsmunis, yaitu dari nasS.ng - nasingl.

orang dtminta sesuai dengan kenaupuannJra, ke

pad.a masing -,..-masi-ng diberikan r,sesuai d.engan

kebutuhannya (Dr. tr{. Atr1n Rais, 1989 ? 56).

!trinsip persamaan oalaa Islap dapat di
simpulkan darr saoca Nabi sau

{h,, r,,- iV L .*-t, i wt ilr u t
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nwahai sekalian manusi-a ketahuilah bahwa
sesungguhnya Rabb kalian adalah satu, tak
ada kelebihan bangsa Arab terhadap non
Arab, tidak bagi Beorarg .non Arab atas
nrab, tidak bagi seorang berkulit hitam
Ats seorang berkul-it merah. tidak pula
lael ggorang berkulit nerah atas s-eorang
berku-l-it hitam, kecual_i dengan taqwa. Se-
sungguhnya orang fang paling riruLia di an-tara kalian di sisi Allah adalah orang
yang paling bertaqwa di antara kalianrr

Sabda Nabi saw-tersebut adalah.sebagai

Keabsahan nilaj_ - nilai persamaaa ter _

gantung kepada keadilan yang tidak nengenal

perbedaan antara manusia dengan manusia lain
nya.. Dengan kata lain, itutah stand.ar manusia-

wi daripada perberlakuan agama, dan dengan de-

miklan seseorang menjadi benar benar fs1am, -
dan moral tersebut yang harus dipraktekkan ke-
pada kelompok - kelompok non muslim (Saia na

madan , 1986 : 87). Berdasarkan pemahaman 1ni

berarti \rrarga non muslim berhak untuk mengelu-

rel$ynaen lqpan-A11ah

H!E;fT;tu,l ry)k,y
*#r**,flr*'k**ytlx
ri seo:raag laki - laki dan seorang perBm -.r4 DqrJrlrz&r6 rd,r1.J- - J_41,r{.J. uaIJ seorang pgrBm _

sa dan bersuku - suku agar kamu saling ke-
lal menggnal. Sesunggr:hnya. orang y,ang paling mulia dl antara kamu di siii- AIIah
?da1ah orang yang palin bertaqwa d_i antara
kamu. -.Sesungguhnya- 411ah Haha 

-Mengetahui
lagi Maha Mengenaln (Al-qurran, 49 z 13).
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arkan suatu atau menjadi anggota lembaga par

lemen (s9ia Ramadan, 1985 : 121).

Namun denikian pemerintahan Islan treru-

pakan pemerintahan idiologis da.n menentukan

bahwa siapapun yang tidak mengakui idiologl
Islam sebagai pedomannya tidak akan dapat di
perkenankan menjadi kepala negara fslam Eaupun

nnggota Ma,jelis permusyawaratan (ff* At la A1-

Haududi, 1990 z 319). Jadi penerapan prinsip

persamaan kepada ahli dzimnj. dapat d.ibenarkan

tetapi terbatas pada masalah - masalah umum -
negara atau demi kepentingan - kepenringan mi--

noritasnya sendlri d,an para partisipasinya ti-
dak akan merusak syarat - syarat fundamental

1sIam..

Jadi, perbedaan hak politit< antara war-

ga muslim, khususnya untuk kekuasaan tertinggi
( jabatan runci) adalah dapat diterlma dan ti
dak mengurangi arti prinsip persamaan yang nen

dasari penyeJ-enggaraan dalam Is1am. Alasannyar

sebagaimana dikemukakan oieh AbuI Atla Al-Mau-

dudi :

npisetidp.negara rdrologr, jabaran jaoa-
tan rersebut, tidaklah mungkia, di.berikah
kepada orang - orang yarg tidak roempunyal
kepercayaan sepeuuhnya kepada rrdiologi ne-
gara tersebut, karena ia tidak akan EtaIIIpU
menyelenggarakan penerintahan sesr:ai ' de-
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ngan isi rian jiwa idiologi dari negara , -
yang bersangkutantt (.q,fuf Ar la A}-Maududl, -
1990 z 721).

Berkaitan dengan persamaan hak ini maka

perlu adanya penjelasan Lebih dalam tentang

hak - hak bud.ak yang terbatas. Dalam 1s]am, -
seseorang untuk menjadi anggota Majelis Syura

haruslah merdeka. 3a1am hal ini, seorang budak

tidak dapat dipilih menjadi anggota Majelis
Syura, karena ia tidak mempunyai kekuasaan

atas di-rinya, melalnkan dalam kekuasaan maji -
kannya. nkibatnya ia tidak akan manpu membawa-

kan aspirasi nasyarakat secara mandiri dan be-

bas dari pengaruh tuannya (pemiliknya) (Dr.Mu-

hammad Abdul qodi nbu paris, 1gA7 : 144).

Demikian rpula hak - hak wanita yang ti-
dak sama dengan laki - laki. Xalam pand.angan

1s1am yang berkaitan dengan hak - hak politik
rakyat, penerapan prinsip persamaan berlaku
secara sempurna antara laki - laki dan perem _

puan hanya terbatas di bidang peran serta da -
lam raenentukan jalannya pernerintahan secara

tidak langsung, yaitu untuk memili_h. letapi, -
dalam hak untuk dlpilih terd,apat perbedaan pen

dapat. Sebagi-an membatasi pada laki laki sa-
ja (lr. piuhamnad Abdul qadir Abu ?arisr 1987
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-. 144) . Sede.ngkan sebagia.n yang lain tidak

membatasi pada laki - laki saja. dan mengang-

gap bahvra sistem persamaan adalah da-Iam arti

persarnaan penuh antara l-aki - laki dan wanita,

sebagaimana dipegangi oleh Muharnr:ad Husain

Haikal (H. ,,unawir Sjadzalie I!tA' 1990 : 188).

4) Kebebasan

Islam mengakui adarya prinsip kebeba -
san, bahkan menjamin sepenuhnya dan bahkhn di

nil-ai sebagai dasar setiap muslim. Ialam pan-

dangan 1s1am diajarkan bahkan Allah mencipta-

kan manusia dengan suatu fitrah (nature) be

ba.s untuk memelih, bebas untuk mengemukakan

pendapat dan bebas untuk mel-akukan sesuatu

berdasa=kan pilihan dan pendapatnya iiu (Mu -
hammad S. Bl-tlor 1983 : 135) .

Akar dari pelbagai kebebasan tersebut

adalah I(ebebasan berflkir, dan Islan meman

dang kebebasan berfiklr itu sebagai hak mut -

l-ak manusia (Dr. M. Amin Rais, 1989 t 56).

Dan berkaitan dengan kebebasan- itu sendirir -

ll-lah berflrman :

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  



t-

30

nDam diantara manusi.a ada yang menyembah
tandingan tandingan selain Ailah' mere-
ka meneinatainya sebagaimana mereka men -
cintai A1lah. Adapun orang - orang beri -
man amat cintaaya kepeda 111ah. Dan jixa
sea:rdainya orang yang berbuat dzalim itu
mengetahui Xetit<a mereka melihat siksaan
bahvra kekuatan itu mrlik A}lah semuanya
d,an oabwa si-ksaan Alrah sang4t berat, nj-+
caya mereka akan menyesal. (Yaitu) k'etika
orarg -orang yarg dii.kuti berlepas diri -
d.ari oraug -or&]lg yallg mengikutinya, dan
mereka melihat si.ksa, daa (ketika) segala
hubungan antara mereka terputus sama se -
kalin (Al-qurtan, 2 : 165 - 156).

Dalam ayat sebelumnya (163 - 1 64)A11ah

nemberika* bukti. kekuasaan dan kemurahanNya.

semua itu berguna bagi manusj-a jika mau meag-

gunakan akalnya, Bukti yang diberikan Al--qur-
tan mem:buat manusia berfikir. Don ji-ka seo-

rang meaggunakan akalnya secara benar maka

m,ereka tak akan menemukan fuhan lain keeuali

lllah Surt (ivtuhaumad S. El-?Ia, 1983 : 137-1rB),

Dalam Islam iuga diakui adauya kebebaj'"

beragama, sebagaimana ditegaskan Allah dalam

firmanlrlya :
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)t

n1idak ada paksa.an di dal-arn aga.ma.tt (A1
eurra.n, 2 z 255).

lial ini nengandung makna bahr,va manusla sepe

nuhnya bebas untuit menganut sua.tu keyalcina-n

atau agana yang disenanginya, tetapi suatu

pengecuatran ba.hwa Islam melarang rnengganti

agama dari fslan Ke agama lain, naka dasar ke

bebasan ini adalah kebehasan seseora.ng untuk

menganut agama dan melaksanal<an segala kort ' -
sekwens]-nya. Deagan demikian, kebeba.san agama

yang d,ikena.I dalam Islam bukan bera.rti bahwa

manusia bebas prndah aga.ma, melainkan iika se

seorang teLah menyatakan masuk Isl am rnaka ia

dituntut untuk melaksanakan agana Islam sepe-

nuhnya dengan secara konsekwen. (prof .I{.Mo -

Daud AIi S.H, t9B9 : 5 - 63).

b. Tujuan ile_gara Islam

Tujuan da-rl- netara ya.ng diridhor ol.eh Is-

lam adalah tu3uan yang sanga.t luas, yaitu tujuan

yang cremrliki banyak sasaran (f"rof . II.iU. Yusuf

I.{usa, 1991 z 174). Diantara tujuan penyeJ-engga

Taan negara berdasarkan a jara.n AI-Qur I art dan
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Sunnah Rasu] (RUut Atla Al-Maududi, 1983 z 11) o -

yaitu :

1 ) Untuk menghindari eksptr-oitasi antar manusia

atau antar kelompok dalam masyarakat.

2) Untuk memelihara kebebasanr baik ekouomi, poli-

tik, pendidikan atau agama, bagi para warga ne-

gara dari invasi asing.

1) Untuk menegakkan sistem keadil-an sosial yang

seimbang selagainana dikehendaki 41-qurtan.

4) Untuk mencegah setlap kejahatan (mungkarot)

dan rnendorong setiap kebaiikan yang telah di

tetapkan Al-Qu.r I an.

5) Menjad.ikan negara itu sebagal tempat tinggal

yang teduh dan mengayomi bagi setia.p warga ne -
gara dengan naemperlakukan hukum tanpa diskrimi-

nasi.

Apabila dikaji lebih mendalain maka secara

garis besar tujuan diselenggerakan pemerintahan

d.alam Islam (prof . }r. M. Yusuf l,Ius"r 19cr1 =r 175),

adalah :

- Pertana menegakkan Jman dan Islam.

- Kedua mengamankan kepentingan penerintah dalam

mencapai usahanya.

legaknya ImaD dan fslam merupakan tujuan fundamen-

tal yang nengikat pemeri-ntah yang tentu sa ja -ek-

sistensi dan bentuknya. jarnaah umnat l:slam sehingga
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kedua elemen fu.ndamenta.l itu merupakan atribut da-

ri senua lnstruksi politik yang terbentuk.

Dengan sendirinya, barang si-apa, ba 1k pero-

rangan maupun kelompokr YanB tidak mau trengj-katkaa

dengan elemen fundamental ini berarti dapat digo

Iongkan sebagai golongan yang seeara sengaja ingin

merusak jamaah dan sistem kemasyarakatan yang ada.

Demikian pula jika masyarakat itu sendiri yang ti-

dak mematuhi keterlkatannya dengan e]emen fundamep

tal itu maka rnasyarakat tersebut telah kehilangan

a.rti sebagai masYarakat musllm.
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g. Pertanggungjawaban Pe;nerintah Dalan liegara Islarn

1 . Iasar kekuasaan i;emerintah d.alam negara lslam

Setelah diurart<an tentang t/awa.san Islam dan

tenta.ng pemeri:rtah, maka terungkap ba.hrva pada dasar

nya syarirat Islam berkepentingan terhadap tersele-

nggaranya suatu pernerintah dika-langan nrasyarakat

muslim untuk menjamin tegaknya. syaritat Islam itu

senClri. liiamun demikian, hukum Islam tidak nenetap-

kan suatu bentuk peiaerintah yang spesif ik dengan 1e-

rincian yang jelas kecuali hanya dasar-dasarnya s3.-

ja yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan peme

rintah yang bercorak Isla.m. i{emudia.n iika ditelusu-

ri ientang si.apa yang menikmatl hak untuk berdaulat

dalam suatu'negara yang dib'entuk oleh suatu inasya

rakai nusllm maka aka.n diperoleh suaiu petunjuk da-

lam ,11-qurtan dan Sunnah B.asul yaitu tentang dasar-

dasar kedaulatan ( srraber kekuasaan) .

lalam def,inisi ilmu politik modern, istilah

kedaulatan digunakan untuk mengartikan kemaharajaan

seseorang, sekelompok orangr atau suatu lembaga

yang berdaulat, jika kaia-kata orangr kelonpok ': 'i

orang tersebut dianggap sebagal hukun. Kedaulatan

memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat untuk

memaksakan perintah-perintah kepada semua rakyat
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suatu. neEara yang bersangkutan dan ralcyat tersebut

menililti kewajiban mutlal< untuk mentaa.ii semua pe

rini;ah-perintah tersebui tanpa menperhati-l<an kese

diaann3e, te.npa ada )'ang membatasi kekuasaannya un-

tu memerintah. (llbul 18J.a ;1,1-l,laududi, 199o t 236).

Dari pengertJ-a.n kedaula.tan ya-nE dirumuskan

oleh Yuris mcdern dr atas, maka konsep tersebut ,

alcan teiap menjaeii teori kosong belaka jika tidak

ada str.b;rst( atttif yeng ma.rtpu menega.kltannye, ka.tena

nya. kedaulata.n ral(yat tanpa kedaulatan poliiik ti

oak menili.i' keberao.aa.n praktis. Jika para ahli rI-

mu politik pecrilir l{eda.ulatan semacarfl ini dalam ma-

sy-a:ra.kat, na.ka tica]< al,,art ai-'t seorangpun yang pan

: menerima jabatan sebagai penilik i;eCn.ula+"an ini

oul Arl-a rl-l{aududi, 1990 z 219).

Arasannya ada-Lah }<arena t:-da.k ada manusia. yang sa

nggup secara mutlali untulr berbuai secara adil ier

hadap masyarakatnya.

a. Kedaulata.n Tuhan

Berdasarkan l(etentuan uraian di atas maka

A1-Qurtan me;aberikan jawaban yang tidak dapat di

ganggu gugat, hahwa kedaulatan dalan semua aspek

nya hanya berada dr tanga.n Tuhan (AUur ArIa' A1
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i,laududi-, 1990 z 236). Karenanya cukup beralasan

jika potrtrk Islam seri-ng dristilahkan sebagar

Kerajaan Tuhanr YanS bahasa pol:-trknya disebut

sebagai ttrpgsfi1agitt. liamun teokrasl dalan Islam

esensinSra tidak identilr dengan yeng dikenat di-

Eropa yartu d.engan tampilnya kelompok pendeta se

bagai- kelompok inasyarakat khusus yang melaitu-kan

dominasi yang tak terhingga untuk menegakkan hu-

kumnya atas nama Tuhan. Teokrasi isiam yang pe

nulis maksudkan adalah suatu pemerinta.han yang

diselengga::akan dan dibangun oleh masyarakat mus

lim berdasarkan ketentuan Al-Qurtan dan Sunnah Er

p3su1. (Xr. 1bdu1 Raof, S.I{, 1986 t 24a - 241).

Berkaitan dengan masalah ini, Abul Arfa Al-l{au -
dudi, kenudian memberikan istilah ya.itu tt1'go D€-

raokrasi-tr. llaksudnya adalah suatu perneri:rtahan

yang bersifat demokrasi Ilahi. llasannya adalah

karena di barvah naungan-llya kaum musli-min telah

dlbe:ri kedaulatan rakyat yang hanya sangai ter

batas, ]raitu selalu di bawah pengawasa.n Tuhan

(.q.nur A'la Al-Maududir 1990 ; 160).
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Berd.asarkan pernairanan j.nilah maka Abul

Aria Al-M€iududi- rnenjelaskan teorinya !

ttDalaro fslan teraapat suatu prinsip bahwa
kedaulatan de Jure adalah miliic A1lah
yeng kedanlatsn d,e fabtoaya terbuktj. d.q-
lam penyeleaggaraan semesta alam. Kemudl-
an secara khusus menlkmati irak preogratif
kedauleten atas semua nairhluk di bum1 i-
nin. (.AUut A'Ia A1-n&aududl, 199o t24O-24L)

Kedeulataa yaag di.ekul dalau Islamr Ie-
lam sebagai- niliu Aifah tidek terbates pada

segi metafisika, meieinksn iuga laerleakup se6,i-

hnkurm dan politis (nbul-Arla A1-nf,audud.i' 1990

bt9O). Lai berarti kedaulatannye dituajukkan

langsung kepada rrmst manusia eenuaoya r 3e me-

rangkuo seoua aspek keh1dupatl Eisausia r yai-ta

moreI, {ukunr dan juea politiJr (.AUuf A'le A1-

nflaud.ud.j.' 199O b :89).

Berdasarksn permasalahan iaileh, naka

keberadaaa rrnat rnenusia itu honyslah meajad.i

Khalifeh-Kbslifah q[ah di buul sebagai laa-

dasan teorj- politik (H. Munawi.l Sarizalil !f,A,I

1991 zL7Z-LT))'t sed,aagkaa pibak yaag dijaaii-
kan untuk aeajad.i i&alifab (penguasa ) di buni

tersebut peirulj.s ceaderung dengan perrdapat

yang luemgsakan bahwa hak rintuk neajad'i peng-
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uEsa tid,sk harrya diberiksn Allah kepada iircat

Islsm srja, meirl:.:rka.a kepoda selurt:h unat na-

ausia tanpa terkccr.rnlj. (H, lViunaw:-r Sjedzali,
Iri.A., 1990 a:2OT), d:-bandln6ksn pendapet yanc

hanya m'el:ibatsse kepad.a umat IsL:m senate ( a-

bu1 A' la Al-[h Lrd.udr, 1990 t 2O7) .

Pendapat inj, didasarkan psda fenonene

sosiul yang terjaCi di Cr:-nia sel:eralig 'ini 
r

yang menu-a.jiik:rsn bsirwa uati:.l'" me renuh.i h.amprr

segala kebutLthan hiduprye Lrmst Islsm raaeih

sangat bergantr-iag kepscia karya, prod.uiisi , d.un

pelsyanan dori bangse-boi1g-qa yonE bukan fsl.qio,

Dernikian prfla clalsrn brdan6, iimu teknologlrser-

ta lietertiban hid.up, ternyeta u4rat Islum ter.-

tznggal jauth dlri bangsa-bangsa yanil buican

Islam. Karenanya, tid.sklch mLro6kla clan bahkan

4i] ah tak reia jika neijhnt uunat Islarn yang

c.itafsirknn menjadi khalifah-I{Ja di buni, de-

mikian kslah cian tertinggal jauth dalqn segala

bidaag dj-baad.ingkea mereka yang dian6gap lru-

kan l(halifair Al-1ah itii (II'. Munewj:' Sjadzali,

Ml'. I 1991:174).

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  



?o

b. Kedaulatan rakyat dl bswan ited.arr.latun Tuhan

Berangkat dari oeiashaman bahwa snmber

kei;uasean perneri.:rtahen Islars, har\ya merttpairan

milik Al1ahr raali.r keberadaall nsnursia yaag di-
pilih untirlt meregakkqn sistim peneriniahan Is

laro d.alan snotu negs=a'.tid.lrk aican memiliki

kekuosaan sejati, beiJt 'secara legai maupLln

poiitis. Alusannjra , karena dlsanprng, dia tr--

dcit merlj-liki ked.auj-atan oe Jure juga kei,;uiass-

annya terbatiis d.an dikembalj-lica oieir suaru

hlrklim ysq& ungguir J,coB teaak Capat d.lubah

m.a i-rp aR Ci csmpLrranyc. Keberactaan l.aai:us1(i yung

demikisn iaj. oalan 61-qurr{ln di.L'enal dengan

khslif,3h, yaitu hanya menjacil kuesa dari pe-

negarrg ged.aulatun d.e jare mnttpun oe facto,

dari Tu.iran yang rrsira klresa (fUuf -Atla Al-;!h-
rrCLrd.i, 1990 e 2243) . Sel:aga imana ditegasrcan

"DBa g1lab telqh menjaajikad kepoda orang
orang yang berisen daa mengeriakan arnal
kebtrjiilan, bcirwa Allah aiean memberl kekha
lifaan kepada mereka d.i ar-rka bumin,

A,sat di atss menghend.aki d.ua prinsip

Eonstitusional yan6 ean6at penti45 (gbul A'14

^ " t-iu)\W, {*rx.\ u.,lJ r .$r roq
(o,\P\ )' * ;i | 3 if^'t"-4
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Al-Ith r"td.urdi- , 1990 b :94 ) yc it u :

1) Pa<ta hakerataya ststns neEara fslaa tidsk
terletait pcda setiaulatun meLainkan pada

perwniri lan (KbaLifah).

2) Dalltis sttstLr. ::egaTa Isiam, kekLrasaan Kha-

lifah ted-ak terletak d.i tengca perseorang-

an ataur. !;elurnrga stau kelompoilr melaj-u.kaa

Gi tarlgon selLirith masJiarskgt.

Dari d.ir.o prrasio di atas, rnai"a dapat

cj-terauitan Lreberapa komponen-komponen irekuctan

yang bersatu uenegai<ksa kekr.tssaan penierlntah-

an fslaro. Dalam punci.Bngan Isiatariredaulatan i-
tu terdiri dari i,;,oraponen-komponen, syaritat,
bangsa d.ern pemerintah yang meiindungi sJari r-

:.at clcn diprliJr dsri rskyet. Jad.j., ked.aulatan

csl-sm Islal: trdak terwurjutl kecuali nelaltli

konponen tiga tulsur taclj., pacia mereka ter-
'letali kelliiasaon yang disebui dengan kedaulat-

Brlr Dengaa d.en-;sj-an tsk ada bsngsa tidak aua

pemerin-cab, tidak pula keduanya bersama- sarna

dapat melanggor keadllan dan persamaan -q€bB-

gairiana ditetapkan oleh syarirat, bahkan roes-

kipun j jjca hol j-:ei harr-is dllakukan demlkian

dan hsk menentnkaa nastb sendiri suatlt- nege-
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rj., Berka'i tan den8an i-ai Abduuabmau Azzam we

negesken ;

t'Bangga tidek boleh meaJadl sritLr-sEitunys
surnber kehuasaaa dalam arti bebas melaku-
knn apa saja yqag dianggsp sesttti der:gaa-
nya atau dengan sesuratu yang lajn, Kebe-
bo-qen berbr-rat dibatssi oleh priasip-pr!3-
s3-p moraiitss nnrlllnr Eead.ilan serta bai!
ditetapkon al1sh. (Abdugafuasa Azzanlr 1990
59-50 ) .

Nanun d.emikiaa, bangea bebss untuk me-

ngarabil bentr':.k penerlntahan dan konstitnsi-
ona}:Jra send.irir serta uatuk meubuat nnd.ang-

rud.aag d.alana batas wewerlsng bersame, I{41 I.:rl

bererti ked.eulatan d.alam eegela ha3.r tetap

harus dlsalurkan dulam batag-batas hukumryang

'-ilwnhyukan oleh pengLlasa' _ , yang lebih

tingg,i, yoitLr Al1ah. Dicleh sur,ber d{rri se-

gela ha1 yang ad.a, Jl$rlg telah nenurunkan ma-

:uisia ke nL:-ka buni dan merlnerccyekan itepada-

nya tanggueg jcwab peaeri:rti:ha:: sgcr menjage

keadllan c.an perscinasn (4bd.urreh:nan Azzarfi'1990

51).

e. Kckhalifean dsn haklkat denroitrasi daIam fslsm

Pembahasan tentanS, peajrelenggaraau Pe-

merintiih dalam Islam menyangkut komposisi dan

struktrrr negara. Dengan tetap menperhotj-kan

prinsip bahwa kedsuletaa ada di tangan Tuhan
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Maka posi-si mannsic yang oipil:il: rr-otul: iaene-

gakirun hukum Tuhes di brrml hsnyalah sebsgai

waicil (khal-i-fah) dari pengllaso tertj.:rggi. Dan

aerajet icekhalifaan terser-,itt secara tegas di-
terlrngriaa Ai-QLrrtan raerlipoken hci; selrr.rh ma-

syarakat tanpa tericec,rali. Krrenarijia bentuk

negara dalam ajd,ran Islara sisngaadung rulsur Teo

icrosi dalari', arti bahria jii';a teraapat pemerio-

tah atau htikLrrn J'ang, telsh. jelas dari Tuhan

atait BasttJ.-Nya, uslia tidak seorringpLut steli

tak sritu lembaga iegi-sJ-cti-f pun yang sengg,up

mengubahnyn. Demlkian pLrla di deJ-arnnya ter-
kand-tuig unsllr deraokrasi 0.ei1ar0 ertr bahwa se-

r4L1a mi:saiail perocriltchen dan hs1-ha1 yang ti-
cak oietur secare jelcs da"Lam nash-nash syarc

mcka setisp i,lnslim ciiberi ha}; irntuii mensfs'ir-

Ilan huknm TLrhsn, jike i:enaf siran iiuknm j-tr.i

merrranE diperJ.rdtan. ;:ehinggc lahiriqh suetu

istilsh dari Persenyawan L1&srr.r-Llnsur teokras j-

cii-ir. Cemokrasi, yeitu: ttTeo-Demokrasitt.

Jadi, koasep pemeri.ntahaa rai meniadi-

xsa kelihallfaan Isiam sebagai sui;tu- d.erookrasi-

yang bersenyawa ctengan teokrasi. lrti-nya:

t'Femerintahsn dclam Isiam adalah suatu
pemerj.intairan y€ing bersunber duri . kekus-
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saan setelah sebeluranyo diadaitan pembs-
tusan oleh r(eltLlasaon Tuhanr sebagai sittu-
satunya sirmber kekuasacn. Selaujutnya rFe-
roerintahan dibentus daa diirbah dengarl pe-
lakssnssn Pemj.ljlan Umumn. (Abu1 Atla Al--
Ma itdud.1, 1990 a:242) .

01eh uarena hal-he1 y$nil tiaak dietr,rr

secara jelas d.clarn htrkr-tm T1airr, penyelesalan-

nya d.iserahi";an irepcda keseptiitetan rr-iaat dalan

permlisyai'rarstan d-iantarg rnasyar:kat, rnalis da-

16lr lrresalah Lrr'Llsan penyelen8garaan pernerLn-

tahsn juga hartis crselesaikan dengan prjnsip-
perinusjlalaratcn, karena d.alam i:41 inj" baik

<ielam 11-u;Lr.rtan EatlptrJ] sLuuroh ;f,.osLll tidsk adg

aturan Jarlu tegas dan teris,c.I. (Mtthawuad Asaclt

L985 79li. Sebagoineaa ysng terkc:rcung dslam

firnan Allah :

nDarl tirLtsan mereks
mLrsJrawarsh d.i sntara
42 t38) .

s,)f Prt,
(diputuskaa) deggan
rfierekarr. ( a1-qurran

fetupi korena ti.d,sk mur:€kin mengumpul-

kan selursh rr.nnat dalam satu forura persid,aagan,

untuk 1:erssna-sama meablrat unctang-undoag ij-
ti-hadr ini, moiia harus ciitunjr#. beberaps o-

rang, tertenttr. untuk mewakili unct d.a1am EienS-

anbil keputLlsan yong alnst pentjng itu. Sedang-
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itan realisasi cLari kein5inan tersebut, tidaic

b'isa tlciak harus d.iserablcan kepada suatu lem-

bago mLlsJrarraruh yang aksn r1ipL1rh senCir-;

oleh rnaeyeraicat (Uuhemmad Ased., -1985 :8O-82 ).

2. Pertanggllng jawaban Pemeri ntah

Peraeri:rtch herLrs selal u dupat meri-rpertanS-

gLl-ag jawabi;an kebijstksanasn yang diarabil di ha

d.apan rakg,'i:i.ay-a. Pertanggtlng jawaben rni te=c.a-

sttk h.r:l yang penting d,aLtm wawasaa hLrkum Islara.

Daiam pandangan fslilm, penuntutan tanggung iawab

ata,.r pertangguRg jawaban sepeairhrlya dj-benarkan

terhad.ap pemeriatah yang gagal neiaenuhi i':ewsiib-

annya ( Dr. Iii. i1m'i n Rais , 1989 256) .

Hak untuk meminta pertanggull{3 jawaban cla-

ri peincrintah d.aliia Islam cli tegasiran AlIah d,alam

"ilai Dawud., sesungguhnya kasi menjandiicca
kam.r Khalifah (1:enguasa) d,i nurka br.rmi, maira
berilair keputusaa (perkara) d.iaatera matrusia
d.engun aclilr d.an janganlair kasn meagijruti
hawa nafsur kareng ia alcan menyesstkea kamu
d.atr jalan A11ah". (Al-Qurrar,, 38 :26).

,ur:t: da lam f i-rman-NYa :

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  



45

'hjr.td t-rr),iP \ l f l''\:
" 

.rl;,Cr *,v'#l';5Alib Pi
ttDaa apubila ia berpalL:ag, aa berjaion di
Itut untuk me:rgodakan kerusairan padaayar dgo
mJrusak tsnam-Ianaman dan binatang ternak,
dan Allah ticlak menynkaj- irebj.nesaanrr' (A1-
Qtrr I an, 2t2A5) .

Dengan demikiaa, dalam prr:rsip i:ri ciapat

ditcrj-Ic suatu prlnsi-p dasar yanii l-aia,yaitit ten-

tang ketostan rokyat terhaclap pemerintoh. oleh

karena itu sebagailoana cliterangkan oleh I'luhsnead

S. Elwa , bahwa tiad.a perbeclaan peni.npin peme-

ri.:atahan d.engan rakyat biesa. Artinya, rakyat

d,alQm ajaran Islam diwajibkan tirnd.uk d.an patuh

kepad.a pemi-npi.a pemerintahan selarns ia melaiisa-

nakan i(e',ryajibannya secara baix. Siapa yang raeln-

bantsh, menentang atau riemberontak, harus dipe-

rangj. flsngen kekuatan atau kekarasan. sebalikaya

jika pemerirrtah nenyalehgunaEaa iabataanya, maka

umat berhnk meaikmati pertangguyr{i iawaban, atau

menol-aic otoritasnya sebo6ai peree:ri-atah'

Jadi, jika pemerintah mel-eiitLkan tinCak-

Bn yarg cend.eruil1g, tnernsak atau mennrut kehend.ak

eend.irir mglla rakyat berhak menperiagatkaruya

gar tid.ak meneruskan tj-ad'aLannya itut' Sebab i8

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  



45

-t
I

t

i

t

:

I
!

I

,l

I

telah meninggalkan kewaiibennys untuk menegalckan

kebeneranr dan menjairhi perbu.atari &ul1gkar. Jj-.tia

penrer.i.ntah tersebut tid.ek raenperkratlkaa peri:tg-

atalr i-tu, naka rakyat berhak mengambrl ali} tang-

gurg jawabrya sebogar pemeri.:ateh kartra Mlrsli-ein.

Itlilali daser hukurc yang ne$,Eiibkan rakyat

tuncluk claa patuh kepada pencrintah. Dalan hel- i-
ni Muhamnad. S. E1-wa, mernberikaa syarat :

nKetaatanxJra herus didas{rri atas ketaatan ke
pad.a kebenaran. Dan jeka penrerl-ntah berbnat
salah, maira tidak legi kewajiban untuk taat.
Dasar itu pula yang meeberr hak kepad.a utmnat
nntuk Eeninta pertanggurg ia'nebaa dari perae-
rintahrr. (Muhenrmad S. Elne, 1983:148-149 ).

Pri.nslp konstltusi.oru:l- d.i atas harus di-
jad.J-kan pandangan dolam meayelenggarakan suotu

rlegara. yang fslani. Hukum Islam tadsk me-

ngatur secara menCetai.l tentang aspek-aspek ke-

lembagaan, teh:rik d.ea prosed.Lrr perrye1erl88araan

slr.stu peraeriJltahan, agax karrn Muslirn'in gecara

cerd.as d.an kreatif dapat aenerusken keperluan ki-
ta sesuai d.engan perkembangan zanan (Dr. M. .Aala

Rals, 1989 256).
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